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“Dan sungguh, Kami telah Memuliakan anak cucu Adam, dan Kami Angkut
mereka di darat dan di laut, dan Kami Beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami Lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami
Ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

(QS. Al-Isra : 70)
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ABSTRAK

Khairil Mala, 2016. Skripsi. Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai
Pada Akta Nikah Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan
Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA Kdl), skripsi jurusan syari’ah, STAIN
Pekalongan, Pembimbing I Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H, Pembimbing II
Achmad Muchsin, S.Hi, M.Hum.

Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.
menyelesaikan masalah perubahan biodata suami mengenai perubahan tahun lahir
pada akta nikah. Permohonan perubahan tahun lahir pemohon akta nikah
dilakukan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari
perkawinan berdasarkan akta nikah tersebut. Penetapan hakim Pengadilan Agama
Kendal menolak permohonan pemohon terhadap perubahan tahun lahir pemohon
dengan pertimbangan bahwa kesalahan penulisan tahun lahir suami pada akta
nikah terjadi dengan kesengajaan saat mengurus persyaratan pernikahan.

Penelitian ini tentang Dampak Hukum Perubahan Biodata Pada Akta Nikah
Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal
Nomor 0006/Pdt.P/2013/PAKdl Tentang Penolakan Penetapan Perubahan
Biodata Pada Akta Nikah). Permasalahan penelitian ini apa dasar pertimbangan
hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan biodata
akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor
0006/Pdt.P/2013/PAKdl dan bagaimana dampak hukumnya terhadap hak-hak
anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (/ibrary research) yang
bersifat kualitatif yaitu dengan membaca, memahami, dan mengidentifikasi
berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada identitas
mempelai pada akta nikah Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor
0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl yaitu berdasarkan permohonan pemohon sebagai duduk
perkara dan perundang-undangan setelah didapatkan fakta hukum melalui
pembuktian. Duduknya perkara yakni pemohon memohon pengadilan agar
merubah identitas pemohon, dalam Buku Nikahnya tanggal lahir pemohon tertulis
24 Januari 1988, menjadi tanggal 24 Januari 1990. Perubahan tersebut
dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka mengurus
pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon. Sedangkan pertimbangan hukumnya
yaitu secara nyata ada kesengajaan pemohon melakukan penyimpangan Pasal 7
ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Penyimpangan tersebut berupa kesengajaan mengenai kekeliruan tulis tentang
data lahir pemohon

Dampak hukum perubahan umur pada identitas mempelai pada akta nikah
kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor
0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl yaitu anak kehilangan hak waris, hak asuh dan hak
nafkah dari orang tuanya karena orang tua dapat menyangkal mengenai asal usul
anak. Anak tidak mendapatkan kepastian hukum karena negara tidak mengakui
keberadaannya karena anak tidak mempunyai akta kelahiran.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan tentang perubahan umur pada akta nikah merupakan salah
satu kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan jo pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975." Yang menyebutkan
bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa
perubahan yang menyangkut biodata svami, isteri ataupun wali harus
didasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan
Agama setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke 5 Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.° Berdasarkan hal tersebut maka
penetapan tentang perubahan umur pada akta nikah menjadi kewenangan

absolute Pengadilan Agama.

' Koro Abdi, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda
,(Bandung: PT. Alumni, 2012 ), him. 55.

* Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Berserta Perkawinan Khusus
untuk anggota ABRI;anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000), hlm. 1-2.

3 Amiur Nuruddin, Taringan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2004 ), hlm. 123-128.




Kesalahan umur dalam Akta Nikah perlu diperbaiki, itu karena bukti
otentik bahwa perkawinan telah tercatat dan sah adalah dikeluarkannya Akta
Nikah oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang
beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam).
Oleh karena itu, kesesuaian biodata dalam pencatatan perkawinan yang
tercantum dalam Akta Nikah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan
kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri),
termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang
ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. Yaitu tentang hak dan kewajiban
masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan
hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Akibat kesalahan biodata dalan? akta nikah yaitu kesulitan mengurus
akta kelahiran anak, karena akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan
yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik
secara administrasi maupun secara hukum. Karena jika anak tidak memiliki
akta kelahiran maka akan mengalami hambatan-hambatan dalam urusan
administrasi maupun hukum dalam kaitannya anak yang sah dan berhak
memperoleh warisan. Kemudian kesulitan membuat Kartu Keluarga (KK)
juga karena untuk menghindari pemalsuan identitas karena nama yang tertera
dalam akta nikah berbeda dengan bukti identitas lain baik itu berupa KTP
atau Ijazah. Sedangkan dalam kaitannya berpengaruh dalam kewarisan yaitu
istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya yang berupa uang duka dan

janda dari suaminya yang telah meninggal. Itu karena suaminya yang




(98]

bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namanya dalam akta nikah
berbeda dengan KARIP (Kartu Identitas Pensiunan), sehingga setelah suami
meninggal istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya berupa uang duka
dan uang janda PNS.

Jadi kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak hanya berpengaruh
terhadap administrasi, akan tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu
keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena biodata yang tertera memang
berbeda dengan biodata asli, dan juga berpengaruh terhadap kewarisan karena
pada kasus tertentu kewarisan membutuhkan administrasi yang utuh.

Terkait kesalahan biodata di atas diakibatkan karena adanya keraguan
sah atau tidaknya perkawianan karena biodata dalam akta nikah berbeda
dengan biodata dalam tanda identitas lain, sehingga menurut Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
Maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan sah atau tidaknya dengan bukti
akta nikah karena terdapat perbedaan biodata dalam akta nikah dengan tanda
pengenal lain maka dapat diajukan isbar nikah ke Pengadilan Agama untuk
mengesahkan perkawinannya dengan cara mengganti biodata yang salah
dengan dasar hukum penetapan dari Pengadilan Agama.

Contoh kasus kesalahan biodata pada akta nikah yaitu bahwa
pernikahan pemohon dan isteri pemohon telah tercatat dalam buku nikah dari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel dengan Nomor 70/37/IV/2008,

* Arifin Busthamil, Kompilasi Hukum Islam dilndoresia, him. 15.




tanggal 24 April 2008, tertulis tahun lahir pemohon 24 Januari 1988 yang
benar adalah 24 Januari 1990. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut
pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan,
sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama
Kelas IA Kendal guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta
Kelahiran Anak.

Kesalahan-kesalahan penulisan biodata dalam Akta Nikah yang sering
terjadi adalah di bagian penulisan nama, padahal nama adalah identitas
pertama setiap individu sehingga apabila terjadi keasalahan dalam nama maka
efeknya cukup panjang, karena tanda pengenalnya tidak sesuai maka akan
menimbulkan asumsi pemalsuan identitas.” Kesalahan-kesalahan yang terjadi
diklasifikasikan antara lain kesalahan yang cukup besar yaitu beda antara
nama tertera dengan nama panggilan, itu artinya nama yang tertulis di Akta
Nikah adalah nama panggilan atau julukan. Kemudian penyebutan nama tidak
lengkap, misalnya nama asli terdiri dari tiga nama tapi hanya tertulis dua
nama dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah terjadi salah ejaan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perubahan biodata
pada akta nikah didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara
yang disidangkan. Putusan yang diberikan oleh hakim harus dapat

memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara yang diputuskan.

5> Mubarok, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1018/5/092111029, diakses 15 Mei 2015.




Untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu peristiwa dalam perkara
diperlukan adanya pembuktian. Hasil pembuktian akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan
tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian
bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang
diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang
benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata
baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan
kebenarannya. Fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada untuk memberikan putusan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penelitian ini hendak
menganalisis  penetapan  Pengadilan Agama  Kendal = Nomor
0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl. Perkara tersebut menyelesaikan masalah perubahan
umur suami mengenai perubahan tahun lahir -suami pada akta nikah.
Permohonan perubahan tahun lahir pemohon pada akta nikah dilakukan untuk
keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan
berdasarkan akta nikah tersebut. Pengurusan akte kelahiran mengalami
kendala disebabkan tahun lahir pada akta nikah terjadi kesalahan. Penetapan
hakim Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan pemohon terhadap
perubahan tahun lahir pemohon dengan pertimbangan bahwa kesalahan

penulisan tahun lahir suami pada akta nikah tezjadi dengan kesengajaan saat




mengurus persyaratan pernikahan. Kesengajaan dilakukan agar usia pemohon
memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan kasus tersebut nampak bahwa kesengajaan dalam
mencantumkan tahun lahir calon suami saat akan melangsungkan pernikahan
ternyata berdampak pada hukum. Dampak tersebut antara lain ditolaknya
pengajuan perubahan tahun lahir pada akta nikah. Dampak hukum tersebut
berlanjut pada terhambatrya pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut karena data tahun lahir pada identitas ayah berbeda
dengan tahun lahir pada akta nikah. Terhambatnya pengurusan akta kelahiran
bagi anak akan berdampak hukum pada hak-hak anak ke depan. Hal ini
karena suatu perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara anak dan
orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini hendak membahas
lebih lanjut mengenai penyelesaian permohonan penetapan perubahan umur
pada akta nikah di Pengadilan Agama Ken(ial kaitannya dengan penetapan
Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl dan dampak
hukum terhadap hak-hak anak. Adapun judul penelitian yang dimaksud yaitu
: Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai Pada Akta Nikah
Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal

Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA Kdl).




B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut
1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam
penolakan penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan
Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA Kdl ?
2. Bagaimana dampak adminitrasi kependudukan akibat ditolaknya
perubahan umur pada penetapan pengadilan agama kendal terhadap

pembuatan akta kelahiran anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Kendal dalam penolakan penatapan perubahan umur pada akta nikah
pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor
0006/Pdt.P/2013/PA.Kd] ?

b. Untuk mengetahui dampak adminitrasi kependudukan akibat
ditolaknya perubahan umur pada penetapan pengadilan agama kendal
terhadap pembuatan akta kelahiran anak ?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:




a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada
umumnya dan khususnya pada mahasiswa yang berkecimpung dalam
bidang al Akhwal al Syakhsiyyah tentang perubahan biodata pada
akta nikah

b. Secara praktis, sebagai masukan yang bersifat konstruktif bagi
pengembangan Peradilan Agama khususnya masalah perubahan umur

pada akta nikah.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perubahan umur pada akta nikah telah banyak
dilakukan, antara lain penelitian Munawar (2010) dan Kusnia Isro’1 (2012). |
Penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini namun ada
beberapa perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian tersebut.

Munawar (2010) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya dalam skripsinya melakukan penelitian tentang perubahan nama
karena alasan penggunaan nama palsu. Penelitian ini bertujuan menjawab
pertanyaan tentang bagaimana dasar hukum hakim dalam penetapan
pengadilan agama Sidoagjo No. 94/Pdt.P/2008/PA.Sda dan bagaimana
analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No.
94/Pdt.P/2008/PA.Sda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim

menetapkan penetapan dalam permohonan perubahan nama yaitu




berpedoman pada ketentuan Peraturan i~ ‘ori Agama Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2007 dan didukung deng: - beberapa bukti tertulis maupun
saksi. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan
perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan
sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, hakim
kurang memperhatikan tentang alasan perubahan nama tersebut.

Alasan perubahan nama dalam perkara tersebut adalah perubahan
nama suami dalam pencatatan akta nikah, sehingga secara administratif,
akta nikah yang dicatatkan menggunakan nama paisu bisa berakibat fatal
pada hal-hal yang ditimbulkan dari akibat perkawinan tersebut, seperti
kewarisan, akta kelahiran anak, bahkan SK pegawai negeri sipil yang dalam
hal ini, bisa menghalangi istri untuk mendapatkan hak pensiun suami karena
pada akta nikah, identitas suami berbeda dengan identitas pada dokumen
lain seperti yang ada dalam SK pegawai negeri sipil.6

Penelitian Munawar (2010) mempunyai persamaan dengan penelitian
ini, yaitu membahas mengenai perubahan biodata pada akta nikah. Namun
penelitian Munawar (2010) mempunyai perbedaan dengan penelitian ini,
yaitu penelitian Munawar (2010) membahas tentang perubahan nama karena
alasan penggunaan nama palsu, sedangkan penelitian ini membahas tentang

perubahan biodata pada tahun lahir di akta kelahiran.

b Munawar, Perubahan Nama Pada Akta Nikah Karena Alasan Penggunaan Nama Palsu,
Skripsi Sarjana Syariah, (Surabaya: UIN, Surabaya), him. |
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Kusnia Isro’i (2012) mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian tentang Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah (Studi
Terhadap  Penetapan  Pengadilan Agama  Yogyakarta ~ Nomor
0058/Pdt.P/2011/PA. Yk). Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa
permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini dikabulkan oleh Majlis
Hakim karena berdasarkan pertimbangan — pertimbangan dan bukti-bukti
yang ada, bahwa nama pemohon dalam buku kutipan akta nikah memang
benar-benar salah dan harus dilakukan pembenaran untuk mengurusi segala
urusan - urusan pentingnya, sedangkan menurut hukum Islam pei...ohonan
perubahan biodata dalam akta nikah ini termasuk dalam maslahah mursalah
yaitu maslahat doruriyyat karena permohonan perubahan biodata ini
termasuk dalam salah satu lima unsur pokok dalam maslahat doruriyyat
yaitu pemeliharaan keluarga dan keturunan selain itu juga memberikan
perlindungan terhadap pihak yang dirugikan haknya dengan kesalahan
penulisan tersebut, maksudnya adalah untuk mencari kemaslahatan dan
menghindari kemadaratan.’

Penelitian Kusnia Isro’i (2012) dapat dijadikann rujukan bagi penulis
walaupun dengan lokasi, objek kajian yang berbeda. Pada peneitian yang
penulis laksanakan berlokasi di Pengadilan Agama Kendal dengan objek
kajian Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor

0006/Pdt.P/2013/PAKdl. Selain itu penelitian Kusnia Isro’i (2012)

" Kusnia Isro’i, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk),
Skripsi Sarjana Syariah dan Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).




11

membahas mengenai permohonan perubahan umur pada akta nikah yang
diterima oleh hakim, sedangkan penelitian ini membahas penolakan hakim
terhadap permohonan penetapan perubahan umur pada kata nikah yang
berdampak hukum bagi hak-hak anak. Berdasarkan hal tersebut maka
penelitian ini pada dasarnya sangat berbeda dengan penelitian Kusnia Isro’i

(2012).

E. Kerangka Teori

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013, merumuskan bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia vang wajib dicatat oleh
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh
Kantor Urusan Agama )(KUA) dengan tata cara yang telah di atur dalam
Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Jika dalam akta nikah atau buku
kutipan akta nikah yang telah diterbitkan terdapat kesalahan penulisan
identitas sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam
mengurusi peristiwa — peristiwa penting yang berhubungan dengan
kenegaraan maka pembenaran buku kutipan akta nikah tersebut harus
dilakukan melalui putusan pengadilan agama sesuai dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34

ayat (2).




Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA)
adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan
para pemohon, oleh karena itu maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau
Kantor Urusan Agama (KUA) diperintahkan untuk melakukan perubahan
biodata para pemohon dengan tata cara yang telah ditentukan. Kesalahan
penulisan identitas pada daftar, akta dan buku tidak boleh diadakan
perubahan kecuali dengan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Maka dari itu, Pengadilan Agama
mempunyai kewenangan terhadap permohonan pemohon untuk merubah
kesalahan tulis pencatatan identitas pada nama pemohon dalam buku kutipan
akta nikah.®

Perubahan umur pada akta nikah setelah mendapat penetapan dari
Pengadilan Agama, selanjutnya tugas Kantor Urusan Agama untuk
melakukan perbaikan penulisan yang dilakukan dengan mencoret kata yang
salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis
kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh Pejabat Pencatat Nikah
(PPN).’

Kaitannya dengan hak-hak anak, autentikasi akta nikah sangat penting
karena akta nikah sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak-hak anak seperti
membuat akta kelahiran/akta kenal lahir anak sebagaimana diamanatkan

dalam Bab IX Pasal 42-44 Undang-Undang Perkawinan dan menjamin hak-

8 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha limu ,
2011), him. 20-21.
° Ibd, 22.
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hak anak/keturunan sebagaimana tersirat dalam Bab X Pasal 45-49 Undang-
Undang Perkawinan.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah. Selanjutnya pada Pasal 43 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya. Adapun Pasal 44 menyatakan bahwa seorang suami dapat
menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat
membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari
perzinaan tefsebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya
anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan
tersebut maka akta kelahiran bermanfaat untuk membuktikan kedudukan
anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.

Akta kelahiran sebagai bukti kedudukan anak dalam sebuah
perkawinan melahirkan hék dan kewajiban antara orang tua dan anak
sebagaimana dimaksud dalam Bab X Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor
Perkawinan. Pasal 45 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban
orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada Pasal 46 disebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan
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mentaati kehendak mereka yang baik.'” Jika anak telah dewasa, ia wajib
memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis
lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya. Adapun Pasal 47
menetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di
dalam dan di luar Pengadilan.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila
kepentingan anak itu menghendakinya.'' Salah seorang atau kedua orang tua
dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu
yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis
lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan
kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun
orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Mengenai hal tersebut diatur

dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

' Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada), hlm. 13-19.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Figh Munakahat dan
Undang-Udang Perkawinan, ( Jakarta: Prenada Media, 2006 ), hlm. 68.




Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa autentikasi data
pada akta kelahiran sangat penting, akta kelahiran memberikan kepastian
hukum terhadap kedudukan anak. Kepastian hukum mengenai kedudukan
anak akan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban anak

terhadap orang tuanya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library
research) yang bersifat kualitatif yaitu dengan membaca, memahami, dan
mengidentifikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas yaitu dampak perubahan umur pada identitas mempelai
pada akta nikah terhadap hak-hak anak kaitannya dengan Penetapan
Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/ PA.Kdl.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan-pendekatan objek penelitian ditinjau dari segi hukum
kemudian dihubungkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang valid
sehingga penulis dapat menganalisa dan mengambil kesimpulan secara

ilmiah.'?

2 Masri Singarimbun, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM, 1979), him. 38.
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3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dan
diolah oleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu,
dokumentasi yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kendal
Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang
berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi : buku-
buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini
dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam
putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumemtasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dengan

mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan putusan Pengadilan
- Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

b. Wawancara yaitu Melakukém wawancara secara langsung dengan
Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan Pengadilan Agama
Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

5. Teknik Analisa Data
Analisa yang digunakan adalah content analysis. Content analysis

merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara
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sistematis dan juga analisisnya menasarkan pada deskriptif yang
dimanefestasikan."

Menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Sarjono
Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian
dilakukan untuk mengungkap isi sebuah buku yang menggambarkan
situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Dengan
cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain
dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisannya atau
mengenai kemampuan buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai
bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat
tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari putusan dan
dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama Kendal
Nomor 0066/Pdt.P/2013/PA.Kdl, serta dampak hukumnya bagi hak-hak

anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang Perkawinan Menurut Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam, meliputi

13 Noeng Muhadjir, Metodologi Kualitatif, (Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996), him. 49-51.




18

pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, syarat-syarat perkawinan,
akibat-akibat perkawinan masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 1|
Tahun 1974 dan hukum Islam, pencatatan perkawinan meliputi pengertian
pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan menurut
Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini akan dibahas pula mengenai hak-hak
anak yang meliputi pengertian anak secara yuridis dan hak-hak anak
kedudukan anak.

Bab III Penctapan Pengadilan Agama Kendal tentang perubahan
biodata pada akta nikah berisi tentang xewenangan Pengadilan Agama
Kendal dan proses penetapan perubahan biodata pada akta nikah di
Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Kendal dalam penolakan penatapan perubahan umur pada akta nikah pada
Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl dan
dampak administrasi kependudukan akibat ditolaknya perubahan umur pada
Penctapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

Bab V Penutup terdiri dari Simpulan dan Saran.




BABYV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut  di atas maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan
penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan Pengadilan
Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl yaitu berdasarkan
permohonan pemohon yang merupakan duduk perkara dan berdasarkan
perundang-undangan setelah didapatkan fakta hukum melalui
pembuktian. Duduknya perkara yakni pemohon memohon pengadilan
agar merubah atau meralat identitas pemohon, dalam Buku Nikahnya
tanggal lahir pemohon tertulis 24 Januari 1988, menjadi tanggal 24
Januari 1990. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi
persyaratan administrasi dalam rangka mengurus pembuatan Akta
Kelahiran anak pemohon. Sedangkan pertimbangan hukumnya yaitu
secara nyata ada kesengajaan pemohon untuk melakukan
penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (9) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan
hanya diizinkan jika pria berumur 19 (sambilan belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan
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tersebut berupa kesengajaan mengenai kekeliruan tulis tentang data
lahir pemohon

. Dampak hukum perubahan umur pada penetapan pengadilan agama
kendal yaitu anak kehilangan hak identitas menyebabkan anak dapat
kehilangan hak waris, hak asuh dan hak nafkah dari orang tuanya
karena orang tua dapat menyangkal mengenai asal usul anak. Selain itu
anak tidak mendapatkan kepastian hukum karena negara tidak

mengakui keberadaannya karena anak tidak mempunyai akta kelahiran.

. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat diberikan

beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengadilan Agama Kendal.
Hakim Pengadilan Agama Kendal agar menempatkan kepentingan
anak sebagai prioritas utama dalam memutus perkara yang
berkaitan dengan perubahan biodata pada akta kelahiran.

2. Bagi masyarakat.
Masyarakat hendaknya segera melaporkan jika menemui kesalahan
pencatatan pada akta nikah untuk diperbaiki, mengingat akta nikah —
sangat penting sebagai salah satu dokumen sumber pencatatan
dokumen kependudukan.

3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

pencatatan kependudukan.
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SALINAN PENETAPAN
Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA Kdl.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan

perubahan biodata yang diajukan oleh ;
MUHAMAD FAHRUR ROZI bin AMIN, umur 23 tahun, agama slam, pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Dusun Balongan RT.002 RW. 002, Desa
Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sebagai

"Pemohon";

Pengadilan Agama teisebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar l;etcrangan Pemohon dalam persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02

Januari 2013 yang telah térdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA

Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA Kdl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ---

- 1. Pada tanggal 29 April 2008, Pemohon dengan istri Pemohon bernama

SUWARTINI bin RUPOKO, umur saat menikah 18 tahun, sgama Islam,

pekerjaan Buruh, tempat kedfaman di Dusun Balongan RT.002 RW. 002 Desa

Sumbersari Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal telah mc;.langsungkan

pemnikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun

Balongan RT.002 RW. 002 Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel Kabupaten




Kendal di hadapan®Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ngampel Kabupaten Kendal;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di
rumah orang tua isteri Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istd dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SITI
ZULAIKHO, umur 4 tahun;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah tercatat dalam Buku Nikah

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel dengan Nomor 70/37IV2008,

tanggal 29 April 2008; tertulis tahun lahir Pemohon 24 Januari 1988 yang benar

adalah 24 Januari 1990; -
. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta
Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan

Penetapan dari Pengadilan Agama Kelas IA Kendal guna dijadikan sebagai alasan

hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

5. Bahwa Pemohon;sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini, -
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Kétua Pengadilan

Agama Kelas IA Kendal Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

L. _Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan merubah tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor 70/37/IV/2008, tanggal 29 April 2008, semula tertulis 24

Januari 1988 yang benar adalah 24 Januari 1990;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan ﬁama tersebut

kepada Kepala Kantor Urusan ‘Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;




5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon

telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon temyata
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan

dipersidangan sebagai berikut:

—Bahwa Pemohon saat melangsungkan pernikahan senyatanya baru berusia 18
tahun, karena Pemohon lahir tanggal 24 Januari 1990, namun saat itu Pemohon
tidak memohon dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dulu karena calon istri
Pemohon terlanjur hamil sehingga usia Pemohon dituakan menjadi lahir tanggal
24 Januari 1988 agar dapat segera melaksanakan pernikahan;--——---—————

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon

penetapan;
Menimbang,. bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta

- agar pengadilan merubah atau meralat identitas Pemohon, dalam Buku Nikahnya
tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Januari 1988, menjadi tanggal 24 Januari 1990; —
Menimbang, bahwa Pcrgbahan tersebut dimaksudkan untuk_ meiengkapi
persyaratan administrasi dalam rangka mengurus pembuatan akta km!ahiran anak

Pemohon;

) Menimbang, bahwa sesuax dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan

Menteri Agama RI Nomor 11 Tzhun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan




bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus
didasarkan kepada keputusan pengadilar, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama
setempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa
Pemohon telah mcnikah dengan istri Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 29
April 2008, umur saat menikah 18 tahun sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 70/3 7/IV12008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat
(1) Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007 menentukan bahwa Pegawai
Pencatat Nikah yang berwenang mencatat peristiwa nikah dalam akia nikah, termasuk

di dalamnya juga apabila terjadi kekeliruan data-data dalam peristiwa pernikahan

\_/yang berwenang membetulkan atau meralat adalah Pegawai Pencatat Nikah setelah

ada keputusan pengadilan.;

Merﬂrﬁbang .bahwa oleh karena berdasarkan posita angka 1 dan
dihubungkan dengan posita -angka..4 bahwa saat menikah Pemohon Semsia 18 tahun
(lahir 24 Januari 1990) dan ada kesalahan tu[is.sehingga yang tertulis di Kutipan Akta
Nikah Pemohon lahir 24 Januari 1988, dan sesuai keterangan Pemohon dj
persidangan bahwa Pemohon saat akad nikah melakukan penggantian tahun
kelahiran karena calon istri Pemohon terlenjur hamil akibat hubungan badan sebelum
. pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat penulisan tahun kelahiran pada
Kutipan Akta Nikah Pemqhoi-x tersebut bukan kesalahan tulis, namun secara nyata
ada kesengajaan Pemohon untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7
ayat (1) Undang Undang Nomor ! Tahun 1974 Tentang Perkawinan, .yaitu bahwa

perkawinan hanya diijinkan jika pria berumur 19 (sembilan Belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
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Menimbané, bahwa jika ada penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undarg
Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas yaitu seorang pria yang akan menikah
namun umurnya belum memenuhi syarat yaitu kurang dari 19 tahun, tidak
diperbolehkan untuk menempuh jalan pintas yang melanggar hukum dengan
mengganti tahun kelahiran dari yang senyatanya, namun ada solusi yaitu dengan
mengajukan permohonan dispensansi Kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 1, posita angka 4 dan
keterangan Pemohon di persidangan, maka Maijelis Hakim menilai bahwa saat akan
melangsungkan pernikahan meskipun Pemohon usianya kurang dari 19 tahun,
namun tidak mengajukan permohonan dispensasi Kawin ke Pengadilan_. Agama

terlebih dahulv melainkan menempuh jalan pintas dengan melakukan penggantian

tahun kelahiran seharusnya tanggal 24 januari 1990 ditulis tanggal 24 Januari 1988
eh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sengaja melakukan

enyimpangan dari Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tshun 1974, maka

.\.\ ‘ : //

~--.-=" Pasal 1 angka 5 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan. Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2007 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Meniinbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut -

diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke VerKlaard):

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Aga;na scbagaiména telah diubah dan ditambsh dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tzhun 1989 tentang

Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-———--—-—




Mengingat ségala peraturan perundang-undangan yang berlaku danhukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; SO

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;--- --
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Yang hingga kini
ditetapkan sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);---—--
Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabjul Awwal 1434 Hijriyah, oleh Hakim
Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Dra. Hj. AMROH ZAHIDAH, S.H.
sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. TJAHJIONO serta Drs. H. MA'MUN AZHAR,
SH,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapanan mana oleh Hakim tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dxdampmgl

oleh Hj. NURUL QUMARAENI, S II. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama

tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota, - Ketua Majelis
ttd . ttd
Drs. H. TIAHIONO Dra. Hj. AMROH ZAHIDAH, S H.
ttd

Drs. H. MAMUN AZHAR, S H_M.H.

- Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NURUL QUMARAENI, S H.




Perincian Biaya Perkara -
1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya proses

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

- Rp. 30.000,
:Rp.
:Rp.
:Rp.

: Rp.

50.000,

55.000

-5.000,

6.000,

Jumlah

:Rp.

Oleh Panitera Pengadilan Agama Klas IA Kendal

146.000,

Untuk <alinan yang sama bunyinya

H;j.SITI MARIA LUTFI, SH,MH




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

» Identitas Pribadi
Nama : Khairil Mala
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 09 Desember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pandansari Rt/Rw:05/02 Kec.'Warungasem,
Kab.Batang
Nama Orang Tua : Bpk. Damiri
Ibu. Duniyah
» Pendidikan Formal
a) TK Darma Wanita Pandansari : Lulus Tahun 1998
b) SD Negeri 1 Pandansari : Lulus Tahun 2003/2004
c) MTs Tholabuddin Warungasem : Lulus Tahun 2006/2007
d) MAN 02 Pekalongan : Lulus Tahun 2009/2010
e) STAIN Pekalongan Angkatan 2010 Jurusan Syarizh
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